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BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Menimbang :

Mengingat

NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

=

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor Tahun
2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
Tahun 2015;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD)
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2015.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan



10.

11.

12.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di
Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pmerintahan (Lembaran Negara
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
tahun 2007 (ILembaran negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21



Tahun 2011;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Barat Nomor 5);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2014 Nomor 13);

25. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 3
Tahun 2011 Sistem dan Prosedur Penatausahaan
Keuangan Daerah Tahun 2011;

26. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 11
Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten
Tulang Bawang Barat.(Berita Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015 terdiri atas :
a. pendapatan

a. pendapatan Asli Daerah Rp. 16.452.748.570,37,-
b. Pendapatan transfer Rp. 767.981.297.509,00,-
c. lain-lain Pendapatan Daerah  Rp. 20.180.442.077,18,-
Yang Sah
Jumlah Pendapatan Rp. 804.614.488.156,55-
b. belanja

1. belanja Tidak Langsung Rp. 303.737.340.502,92,-



a. belanja Pegawai Rp. 252.411.365.936,00,-
b. belanja hibah Rp. 7.446.190.000,00,-
c. belanja Bantuan Sosial Rp. 20.000.000,00,-
d. Belanja bagi hasil kepada Rp. 595.066.501,68,-

provinsi/kabupaten/kota
dan pemerintah desa

d. belanja Bantuan Keuangan Rp. 43.264.718.065,24,-

e. belanja Tak Terduga Rp. 0,00,-

2. belanja Langsung Rp. 501.447.607.682,00
a. belanja Pegawai Rp. 35.848.179.100,00,-

b. belanja Barang Jasa Rp. 174.710.040.447,00,-

c. belanja Modal Rp. 290.889.388.135,00,-
Jumlah Belanja Rp. 805.184.948.184,92

Surplus/ (Defisit) Rp. (570.460.028,37,-)

c. pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 37.896.023.007,04,-
b. Pengeluaran Rp. 10.458.735.400,00,-
Jumlah Pembiayan Netto Rp. 27.437.287.607,04,-
Sisa Lebih Pembiayaan Rp. 26.866.827.578,67,-

Anggaran Tahun Berkenaan

Pasal 2
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Ringkasan Laporan Realisasi Anggran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran
Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4
Penjabaran Loparan Realisasi Anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II

Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4



adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

Pasal 6
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat ini dan
Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang

Bawang Barat.
Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal, 13 September 2016

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal , 14 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dto.

HERWAN SAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2016
NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofivan 'Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008




NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG :



